
PETUNJUK OPERASIONAL I PO )
PEYULUHAN DAN SOSIALISASI PERATURAN ASN

TAHUN ANGGAMN 202O

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- TUGAS POKOK

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 0B Tahun 2016 tentang Susulan dan Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Daera}l di Bidang Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

. FUNGSI
Untuk melaksanakan tugas di atas, Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja ASN pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan, rencan4 prosedur dan petunjuk teknis kegiatan sub bidang penilaian kinerja da11 eva]uasi kinerja ASN;

2. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bidang penilaian kineUa dan evaluasi penilaian kinerja ASN;
3. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN di lingkup perangkat daerall;
4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

B, MASALAH YANG DI HADAPI

Kelualnya baru mengenai Penilaian Kinerja ASN yakni Peratulan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja
Pegawai Negeri Sipil sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tefttang Penilaian Kinerja Pegawai Nege!.i
Sipil, dimana didalam Peraturan baru tersebut terdapat tambahan metode penilaian yakni penilaian secara 360 deraia! yakni
seorang PNS dinilai oleh atasarL bawahan dan rekan sejawat, sehingga untuk tahun 2020 sudah mesti disosialisasikan keseluruh
PNS agar PNS dapat melakukan penilaian kinerja PNS sesuai dengan aturan. Tujuan penyuluhan dan sosialisasi ini adala}l untuk
membelikan pemahaman kepada PNS tenkng aturan baru sehingga dapat diaplikasikan oleh PNS tersebut dalam tugas dan
tanggung jawabnya.

C. KONDISI AWAL/SAAT INI
- Seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum ada mengikuti sosialisasi Pel'aturan Pemerintah

Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kine{a Pegawai Negeri Sipil

D. TUIUAN YANG INGIN DI CAPAI
- Terselenggaranya Peny.rluhan dan Sosialisasi Peraturan ASN khususnya Pel aturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang

Penilaian Kineria Pegawai Negeri Sipil bagi 130 Kasubag Umum dan Kepegawaian tiap Peratgkat Daerah pada tahun 2020.

E, SASAMN
- Terwujudnya kegiatan Peny-uluhan dan Sosialisasi Peraturan ASN khususnya Pelaturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019

tentang Penilaian Kine{a Pegawai Nege Sipil bagi 130 Kasubag Umum dan Kepegawaian tiap Perangkat Daerah pada talun
2020 yang beltu)uan untuk membel'ikan pemahaman mengenai aturan yang mengatur tentang metode penilaian kineua pNS.

F. DANA
- Dana tersedia: Rp. 58.880.000,- (Lima Puluh Delapan iuta Delapan Ratus Delapan puluh Ribu Rupiahl
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G.HASIL YANG DI HARAPKAN
- Terlaksananya kegiatan Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan ASN khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019

tentang Pe[ilaian Kineria Pegawai Negeri Sipil bagi 130 Kasubag Umum dan Kepegawaian tiap Perangkat Daerai pada tahun
2020 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai aturan yang mengatur tentang metode peIrilaian kinerja PNS.

H. KETERKAITAN DENGAN UNIT KERJA LAIN
- Seluruh unit kerja di lingkungan Pen}erintah Kabupaten Pesisir Selatan.

I, ORGANISASI KEGIATAN
Dengan mengacu kepada :

a- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintaltan
Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor : 5B Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
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c. Peratui'an MenteriDalam Negeri Nomor:21 tahun 2011tentang Perubahan Kedua atas Pemturan Menteri Dalam Negeri Nomor
: 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

d, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belania Daerah (APBDI
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

e. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Ta}lun 2020

i Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Nomor 3.00.3.00.04.01,17.21. tentang Penyelanggaran Penilaian
dan Evaluasi Kinerja ASN Tahun Anggaran 2020

g. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :900/39/Kpts/BP't"PS/2079, tanggal 0B Jaruari 2020 tentang Penunjukan Pegawai
Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran Pembanttl pada masing-rnasing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2020

h, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :

800.05/003/BKPSDM-2019, tanggal 9 Ianuari 2020, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Meniadi Pejabat Pelal<sana Teknis
Kegiatan {PPTKI dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggalan 2020

Ditetapkan Susunan Organisasi pada Kegiatan enyelqnggaran Penilaiqn dqn Evaluqsi Kinerja ASN Tqhun Anggaran 2020 seba1ai
berikut :

1 Penanggung jawab Program / Pengguna Anggaran, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembanga[ Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan.

2 PenanSSung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinetja
ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

3 Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTKJ, Kasubbid Penilaian Kinerja dan Evaluasi Kineda ASN pada Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

4 Bendahat'awan Pengeluaran, StafBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan,

5 Sekretaliat Pelaksana Teknis Kegiatan, stafBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir
Selatan.

K. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Dengan mempedomani Sul at Keputusan Bupati Pesisil Selatan dan Peraturan yang berlakq maka secala rinci tugas masing-masing
unsur pengelola kegiatan adalah sebagai bet'ikut:

1 Penanggung Iawab Program
Bertugas sebagai bedkut :

1.1 Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelalsanaan progl.am

/ kegiatali..

1.2 Memberikan arah dan petuniuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program /
kegiatan.

1.3 Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-OPD tahun
anggaran berjalan,

7.4 Mempertanggung jawabkan dan menandatangani serta memeriksa seluruh dokumen transaksi paling lambat 1 X 3 bulan.

1.5 Menandatangani surat pernyataan tanggungiawab Pengguna Anggaran.
1.6 MenandatanganiSPM.
1.7 Mengelola utang dan piutangyang menjadi tanggulgjawab Per.angkat Daerah.
1.8 Mengelola bamng milik Daera}l / kekayaan Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

1.9 Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah.
1.10 Mengawasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
1.11 Melaksanakan tugas-tugas Pengelola Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasar*an kuasa yang dilimpahkan Kepala

Daerah melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

2 Penanggung Jawab Kegiatan
Bertugas sebagai berikut :

2.1 Membantu Penanggung jawab Kegiatan dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan
rentang kendali / kompetensi dan petimbangan lainnya.

2-2 Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Daemh atas usul Kepala Pemngkat Daerah.



3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTKJ
Bertugas sebagai bedkut :

3.1 Menyiapkan Organisasi Peng€lolaKegiatan.
3.2 Me[gendalikanPelaksanaanKegiatan.
3.3 Mengusulkan kebutuhan biaya bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggatan / Kuasa pengguna Anggaran.
3.4 Melaporkanperkembanganpelaksanaan kegiatan.
3.5 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
3.6 Dan tugas-tugas lainnya sesuai yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor : B0 Tahun 2003 tentang pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintalr

4 Sekretariat Pelaksana Teknis Kegiatan
Bertugas sebagai berikut :

4.1 Membantu Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan tugas penatausahaan/administrasi sesuai dengan petuniuk pelaksana
Kegiatan.

5 Bendaham Pengeluaran
Bertugas sebagai berikut :

5.1 Melaksanakan penatausahaan pengeluaran terhadap Belanja Langsung (BLl, Uang Persediaan [UP], Ganti Uang (GU) dan
Tambah Uang ITUl.

5.2 Mengajukan SPP-UP, SPP-cU, SPP-TU, SPP-LS kepada PAlKPA melalui ppK-OpD berdasarkan SpD
5.3 Mencatat SPP yang diajukan ke dalam register dibuat tiga rangkap, lembar 1 dan 2 untuk PP(-0PD dan lembar ke-3 untuk

arsip bendahara.

Demikian Petunjuk Operasional IPOJ ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang ber.laku.

Kabid Pengembangan
ASN pada Badan

dan Penilaian Kinerja
dan PengembanBan

Paina6 Ianuari 2020

Peiabat Pelaksana Teknis Kegiatan,
Kasubbid Penilaian Kineria dan Evaluasi

Kinerja ASN

Disetujul oleh :

K[asa Pengguna Anggaran

Sumber Manusia

7198903 1003


